
 
BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR  13  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  

NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PONOROGO NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  DAN BATUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PONOROGO, 
 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga nilai pasar 
terhadap mineral bukan logam dan batuan, maka ketentuan nilai 
pasar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem 
dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 12 Tahun 2014, perlu diubah kembali dengan 
menuangkannya  dalam  suatu Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan   
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa   
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.  
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind ones ia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah  
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 
Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2011 Nomor 12); 

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan  Logam  
dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 
Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati  
Ponorogo   Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan  Logam  
dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 
Nomor 12); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 12 TAHUN 2014 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

Pasal I 

Ketentuan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Beri 
to Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah 
diubah dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2014 (Be 
rita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 12), diubah kembali 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 18 Mei 2015 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. AMIN 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 18-05-2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 13. 

Ponorogo,  2 6 AUG 2020 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 19 

RTIYA 'AN S.H. 
07 199303 1 008 



CATUR 
NIP. 1 707 199303 1 008 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 13 TAHUN 2015 

TANGGAL : 18 MEI 2015 

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

NO. JENIS BAHAN GALIAN HARGAJUAL 
TONASE/M3  (Rp) 

PAJAK NILAI PASAR 
TONASE/M3  (Rp) 

1 Andesit 69 .510 17.378 
2 Asbes 43.470 10.868 
3 Basal - 25 % x Harga Jual 
4 Batu Apung 27.825 6.956 
5 Batu Gamping/Kapur 20.200 5.050 
6 Batu Gunung Quarri Besar 12.000 3.000 
7 Batu Kali 12.000 3.000 
8 Batu Setengah Permata 25 % x Harga Jual 
9 Batu Tulis 21.210 5.303 
10 Bentonit 39.900 9.975 
11 Dolomit 21.735 5.434 
12 Garam Batu (Holite) 15.750 3.938 
13 Gips 21.735 5.434 
14 Grafit 19.950 4.988 
15 Granit 12.075 3.019 
16 Kerikil Ber pasir Alami (Sirtu) 10.000 2.500 
17 Kerikil Sungai 10.000 2.500 
18 Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir 10.000 2.500 
19 Mann er 6 9.5 10 17 .378 
20 Mika 69.510 17.378 
21 Nitrat 27.195 6.799 
22 Pasir Kerikil dan Batu 12.000 3.000 
23 Pasir Kuarsa 27.195 6.799 
24 Pasir Pasang 10.000 2.500 
25 Pasir Urug 10.000 2.500 
26 Phospat 32.655 8.164 
27 Talk 69.510 17.378 
28 Tanah Diatome 30.240 7.560 
29 Tanah Liat 10.000 2.500 
30 Tanah Merah (Laterit) 10.000 2.500 
31 Tanah Serap (Tuiler Earib) 22.995 5.749 
32 Tanah Urug 10.000 2.500 
33 Tawas (Alum) 35.070 8.768 
34 Trakkit 25 % x Harga Jual 
35 Tras 10.000 2.500 
36 Urukan Tanah Setempat 10.000 2.500 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. AMIN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

